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BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di dalam bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penerapan sistem transaksi non-tunai di Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan 

mulai pada 22 Januari 2020 dengan dikeluarkannya Peraturann Walikota 

Kupang Nomor 02 Tahun 2020 untuk pembayaran atas beberapa mata anggaran 

belanja.  

2. Penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada 

dasarnya merupakan salah satu upaya Pemerintah meminimalkan resiko 

penyalahgunaan kewenangan (korupsi) karena dengan transaksi non-tunai 

semua transaksi tercatat dalam sistem dan seluruh aliran dana atau transaksi 

keuangan dapat ditelusuri serta meminimalkan resiko bawaan yang melekat 

pada kas yang rentan dari tindak kejahatan sekaligus mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

3. Penerapan sistem transaksi non-tunai berdampak pada efisiensi waktu dalam 

proses penatausahaan OPD dan efisiensi terhadap anggaran belanja modal dan 

operasional OPD, Implementasi transaksi non-tunai dapat berdampak pada 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD dan turunnya jumlah 
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pada temuan pemeriksaan, namun implementasi transaksi non-tunai belum 

berdampak pada proses pencatatan transaksi dalam Laporan Keuangan OPD.  

4. Dampak yang timbul dari transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang 

terdapat dalam segi pembayaran yang sudah cukup bagus, dimana pembayaran 

dan pertanggungjawaban sudah tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan 

dan akuntabel. Namun dalam membuat laporan keuangan belum mendukung 

sistem akuntansi yang berbasis akrual karena pencatatan dilakukan bukan 

berdasarkan kejadian transaksi tapi dilakukan pada saat pertanggungjawaban 

ganti uang (GU) oleh Bendahara Pengeluaran.  

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki 

ataupun menyempurnakan penerapan Transaksi Non Tunai pada Pengelolaan 

Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Kupang sehingga lebih membawa dampak yang 

baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan good governance. Adapun saran-

saran yang dimaksud adalah :  

1. Berfokus pada peningkatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam hal 

ini Bendahara yang  dimiliki dengan memberikan sosialisasi serta pelatihan 

secara berkala sehingga Bendahara dapat memahami dengan baik tugas dan 

tanggunngjawabnya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyajikan 

laporan keuangan nantinya. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan 

sistem transaksi non tunai di Pemerintah Kota Kupang sesuai dengan Peraturan 

Walikota Nomor 2 tahun 2020.   
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